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Praktik gadai tanah yang berasal dari hukum adat banyak terjadi di pedesaan Indonesia
sebagai cara cepat memperoleh pinjaman, berbeda dengan KUHPerdata yang hanya mengakui
gadai atas benda bergerak. Di Aceh, gadai tanah sawah (gala umong) melibatkan tanah ulayat yang
diakui Undang-Undang Pokok Agraria selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Di Gampong Bentayan, tanah sawah sering dijadikan jaminan gadai tanpa batas waktu pelunasan,
sehingga rawan sengketa. Dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN Sgi, tanah sawah digadaikan
dengan jaminan emas, tetapi tergugat menarik tanah tanpa melunasi utang, menyebabkan kerugian
dan gugatan. Pengadilan Negeri hanya menghukum satu tergugat, sedangkan Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung menghukum kedua tergugat mengganti kerugian atau melelang tanah.
Penelitian ini mengkaji terhadap kepastian hukum dan keadilan sengketa gadai tanah sawah di
Aceh.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis
dilakukan terhadap putusan pengadilan di berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri Sigli,
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Mahkamah Agung. Bahan hukum yang digunakan meliputi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Putusan Pengadilan Negeri Sigli hanya mengabulkan sebagian gugatan dengan menghukum
Tergugat Il membayar ganti rugi sebesar 55 mayam emas (sekitar Rp132 juta), sedangkan
Tergugat | tidak dihukum karena dianggap tidak terbukti merugikan. Namun, keputusan ini
dianggap kurang adil karena Tergugat | juga menggadaikan tanah dan memenuhi unsur perbuatan
melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, serta Pengadilan Negeri Sigli tidak
menerapkan ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 secara tepat. Pengadilan Tinggi Banda
Aceh memperbaiki putusan dengan menyatakan kedua tergugat bertanggung jawab atas perbuatan
melawan hukum dan wajib mengembalikan pinjaman atau tanah akan dilelang. Mahkamah Agung
menguatkan putusan ini, menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata, UU Pokok Agraria,
dan UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan akhir mengedepankan keadilan substantif dan
memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Diperlukan pelatihan intensif bagi hakim tingkat pertama untuk meningkatkan kemampuan
analisis dan penerapan prinsip hukum substantif dalam perkara gadai tanah, guna memastikan
putusan yang adil dan efisien. Selain itu, penguatan regulasi dan sosialisasi ketentuan hak dan
kewajiban selama masa gadai tanah pertanian sesuai Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 sangat
penting agar masyarakat dan aparat hukum memahami aturan dengan baik, mengurangi sengketa,
dan meningkatkan kepastian hukum.
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